
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR: 24.a / HK.O3. l- Kpt/ 52 08 / KPU-

Kab / VT / 2O2O TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan
pergeseran pegawai, perlu dilakukan Perubahan

perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Iombok Utara Nomor:

24.a1 HK.O3.l-Kpt/ 52OB / KPU-Kab /vI / 2O2O tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

387 4l sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O1 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2OO2 tent-ang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tenlang Pemilihan

Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 142, Tam,baltan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a890);
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Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 2O2, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Thgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAIIUPATEN

LOMBOK UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK UTARA NOMOR: 24.a/HK.O3.t-Kpt/s208/KpU-

Kab/w/2O2O TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK UTARA-
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KESATU Menetapkan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Utara dengan susunan sslagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagran tidak

terpisahkan d ari Keputusan ini.

Unit Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sebagaimana

dimaksud diktum KESATU bertugas:

a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan

penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian

Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan

KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan

KPPSLN;

b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan

dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal

KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status
Gratilikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan
kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KpU melalui
Sekretaris Jenderal KPU;

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi
aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal
di Lingkungan KPU, PPK, pps, ppLN, KppS, dan KppSLN;

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi
Pemberantasal Korupsi dalam pelaksanaan peraturan

ini;

f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas
status Gratilikasi yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi;

C. meminta data dan informasi kepada satuan kerja
tertentu dan/atau setiap Jajaran KpU, ppK, pps, ppLN,

KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerap€rn
program pengendalian Gratifrkasi;

h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada
Inspektorat Sekretariat Jenderal KpU apabila terjadi
pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KpU,
PPK, PPS, PPLN, KppS dan KppSLN, dan melaporkan

KEDUA
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KETIGA

hasil penang€rnan pelaporan Gratifikasi kepada
Sekretaris Jenderal KpU; dan

i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang
disampaikan oleh setiap Jajaran KpU, ppK, pps, ppLN,

KPPS, KPPSLN dan/atau pihak Ketiga.

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sebagaimana
dimaksud diktum KESATU berfungsi:

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KpU, ppK, ppS, dan KppS;
b. melakukan koordinasi dengan UpG KpU provinsi dan/

atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasidi
Lingkungan KPU, PPK, ppS, dan KppS;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan

Gratifikasi;

e. menyimpan, mengiventarisasi dan mendokumentasikan

subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan

penerimaan Gratifikasi dalam bentuk malanan dan
barang yang mudah rusak atau busuk;

C. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari
Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KpU

dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali
menerima pelaporan penerimaan Gratilikasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyetoran

Gratifikasidari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di

Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU

dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di

Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Utara.

KEEMPAT
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KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Hukum dan SDM,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga

-___!"d" tanggal 2g Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHETV UNAiU

KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

JURAIDIN
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 24.a/HK.O3. 1-Kpt / 5208 /KPU-Kab/VI / 2O2O
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN
LOMBOK UTARA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

IIo. IYAMA JABATAIT I(TDUDUKAIT

1 ,
4

1 Juraidin, SH,.MH Ketua KPU Kabupaten l.ombok Utara Pengarah

2 Nizamudin, S.Sos.I Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Pengarah

3 Kardi, M.Pd Ketua Divisi Teknis Peyelenggaraan Pengarah

4 Rasdi Pion, S.Pd Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Parmas dan SDM Pengarah

5. Dr. Muhammad Zaki Abdiltah Ketua Divisi Perencanaan Data dan
Informasi Pengarah

6 Nurdin, S.Sos Sekretaris KPU Kabupaten I-ombok
Utara Ketua

7 Ahmad Ramdhani, SH Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretaris

8 Eva Febriany, SE Kepala Sub Bagian Keuangan, IJmum
dan Anggota

9 Didi Fadyangsah Sanusi, S.Si Kepala Sub Bagian Perencanaan Data
dan Informasi Anggota

10 Nasihin, SH
Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan t

Anggota

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MBOK UTARA

Ahmad

Hukum dan SDM,
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